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ABSTRACT 
This study attempts to 1) To know influence of independence ratio on financial performance of Soppeng 
Regency. 2) Influence the effectiveness of the performance of the local government finance on financial 
management agency and assets Area Soppeng Regency 2013-2015 years. 3) Influence the ratio growth of the 
performance of the local government finance on financial management agency and assets Area Soppeng 
Regency 2013-2015 years. 4) Influence the ratio independence, the ratio effectiveness and the growth of the 
performance of the local government finance on financial management agency and assets Area Soppeng 
Regency of the years 2013-2015. 
The result showed that 1) the independence of the Soppeng Regency has Positive significant against 
efficiency pad in the past three years (2013-2015). 2) the ratio of the effectiveness of the Soppeng Regency has 
positive significant against efficiency pad in the past three years (2013-2015). 3) a partial, the ratio of growth 
the Soppeng has regency negative and not significant against efficiency pad in the past three years (2013-
2015). 4) the ratio of independence, effectiveness, and ratio growth significant against efficiency pad in the 
past three years (2013-2015). 
Keywords : Ratio of Independence, Effestiveness Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio, Revenue (PAD) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk  1) mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 2) Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 3) Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Soppeng tahun 2013-2015. 4) Pengaruh Rasio Kemandirian, 
Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapaan Asli Daerah terhadap kinerja kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2013-2015. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Rasio Keamandirian Pemkab Soppeng berpengaruh Positif dan 
signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 2) Rasio Efektifitas Pemkab Soppeng 
berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 3) Secara parsial, Rasio 
pertumbuhan  PAD Pemkab Soppeng berpengaruh negative dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada  tiga tahun 
terakhir (2013-2015). 4) Rasio kemandirian, Efektifitas dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 
PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015).  
Kata kunci : Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan PAD. 
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 
menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. 
Otonomi daerah ini sangat identik dengan tuntutan 
adanya Good Governance. Salah satu aspek dari 
Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah 
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. 
disingkat APBD. Sebagai instrumen kebijakan, 
APBD mendukung posisi sentral dalam upaya 
pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. 
APBD dapat digunakan sebagai alat untuk 
menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, 
membantu pengambilan keputusan dan pencapaian 
pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa 
yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-
ukuran standar untuk evaluasi kinerja, 
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja 
Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah 
dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 
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APBD yang telah dilaksanakan. rasio keuangan yang 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah 
kabupaten (Halim, 2007: 233) antara lain rasio 
efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. 
Kabupaten Soppeng sebagai obyek penelitian dengan 
melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan 
pemerintah.Hal ini menarik untuk diteliti karena 
adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI Perwakilan Sulsel mengenai penggunaan APBD 
Soppeng 2010 yang bermasalah sebesar Rp. 4,3 
miliar. Dana tersebut direalisasikan untuk beberapa 
kegiatan, seperti belanja hibah, bantuan sosial, dan 
transfer/bagi hasil ke desa yang belum 
dipertanggungjawabkan penggunaannya (BPK RI 
Sulsel, September 2011). 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh 
terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 ? 
2. Apakah Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap 
kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
kabupaten Soppeng tahun 2013-2015 ? 
3. Apakah Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng 
tahun 2013-2015 ? 
4. Apakah Rasio Kemandirian, Efektifitas dan 
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah daerah pada Dinas pengelola 
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2013-2015 ? 
Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian 
terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 
2. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Efektifitas 
terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 
3. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten 
Soppeng Tahun 2013-2015 
4. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian, 
Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-
2015. 
 
2.     Tinjauan Pustaka  
2.1.   Keuangan Daerah 
2.1.1 Pengertian  Laporan Keuangan Daerah 
Kieso dkk. (2002:3)  menjelaskan bahwa laporan 
keuangan merupakan sarana pengomunikasian 
informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di 
luar korporasi. 
2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan  
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan 
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang 
berguna  untuk pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya. 
2.1.3  Komponen Laporan Keuangan  
komponen-komponen yang terdapat dalam 
suatu laporan keuangan pokok adalah : 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
b. Neraca 
c. Catatan atas laporan keuangan meliputi 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis 
atau nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 
Laporan Arus Kas. 
2.1.4  Pengelolaan Keuangan Daerah 
Meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah.  
2.1.5 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan 
 Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah 
meliputi: 
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah 
dan retribusi daerah serta melakukan 
pinjaman; 
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan daerah . 
3. Penerimaan daerah; 
4. Pengeluaran daerah; 
 
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Daerah : 
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat untuk masyarakat. 
 
2.1.7 Keuangan Daerah dalam era otoda : 
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Pengelolaan belanja daerah di era otonomi 
daerah dengan alat pengukur berupa regulasi tersebut 
di atas dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja 
administrasi umum dan belanja operasi dan 
pemeliharaan. 
2. Belanja pembangunan  
3. Selain belanja dimaksud terdapat belanja 
bagi hasil dan bantuan keuangan yang 
terbentuk dari pengeluaran tidak termasuk 
bagian lain dan bantuan keuangan (sebelum 
otonomi daerah) serta pengeluaran tidak 
tersangka dengan istilah dan maksud yang 
sama seperti sebelum otonomi daerah. 
 
2.2 Pendapatan Asli Daerah 
2.2.1 Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah  tanpa 
imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. Pajak daerah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak 
Provinsi dan Pajak Kabupaten. 
2.2.2 Retribusi Daerah  
Retribusi daerah menurut Pasal 1 Ayat (26) 
Undang-undang No. 34 Tahun 2000 (Pajak dan 
Retribusi Daerah)  adalah “pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 
badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu : 
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu”. 
2.2.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 
 Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pedoman 
Pengelolaan Keuangan daerah) Pasal 26 Ayat (3) 
menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang 
dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup : 
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik daerah /BUMD. 
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik pemerintah /BUMN. 
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 
masyarakat. 
2.2.4 Lain Asli Pendapatan daerah yang sah 
Meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, 
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, 
Penerimaan komisi, potongan bentuk lain sebagai 
akibat dari penjualan, Pengadaan barang dan atau 
jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan dari selisih 
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan 
denda retribusi. 
2.2.5 Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah: “dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 
 
2.4  Kinerja Keuangan Daerah 
2.4.1    Pengertian Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang 
direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. 
Keuangan daerah menurut UU No. 12 tahun 2008 
tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan daerah, dalam penjelasan 
umum Pasal 156 Ayat 1 adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan  uang dan 
segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang 
dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
2.5  Analisis Rasio Keuangan  
Halim (2004: 150) menyatakan ada beberapa 
rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data 
keuangan yang bersumber dari APBD. 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio Kemandirian menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumber dana 
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan 
daerah terhadap bantuan pihak eksternal  semakin 
rendah, dan demikian pula sebaliknya. 
                            Realisasi Penerimaan PAD      
Rasio Kemandirian  = ---------------------------------------  x 100 % 
                             Bantuan Pusat dan Pinjaman 
      
2. Rasio Efektifitas PAD. 
menggambarkan kemampuan Pemerintah 
daerah dalam  merealisasikan PAD yang 
direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan 
berdasarkan potrensi riil daerah. 
           Realisasi Penerimaan PAD             
Rasio Efektivitas  =-   ------------------------     x 100 % 
                         Target Penerimaan PAD 
      
3. Rasio Pertumbuhan PAD 
Mengukur seberapa besar kemampuan 
Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 
meningkatan keberhasilan yang telah dicapai dan 
periode ke periode berikutnya. 
                    PADt1 – PADt0           
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  = ---------------- x 100 % 
                                                 PADt0 
 
2.6   Penelitian Terdahulu 
Maharani (2006), dengan Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian 
Pemerintah Daerah Kota Batu rasio kemandirian 
mengalami penurunan yang berarti Pemerintah 
Daerah Kota Batu cenderung mengalami 
ketergantungan financial yang sangat tinggi kepada 
Pemerintah Pusat. 
Yuniarti (2011) dengan Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kabupaten Situbondo 
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. 
Namun, rasio kemampuan keuangan daerah dan 
indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang 
diharapkan. 
Santosa, et al (2014) Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa efektivitas PAD jika dilihat dari 
kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, 
untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah 
sekali, hal ini menggambarkan ketergantungan 
daerah terhadap pusat sangat tinggi. 
2.7  Kerangka Pikir 
2.7.1 Hubungan Antara Rasio Kemandirian 
dengan Kinerja Keuangan 
Jika hasil penelitian terkait kemandirian 
keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Semakin 
tinggi ini berarti tingkat ketergantungan terhadap 
bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat 
dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. 
Hubungan Antara Rasio Efektifitas dengan 
Kinerja Keuangan 
 Pemda dikatakan mampu menjalankan 
tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 
atau 100 persen. tetapi semakin tinggi rasio 
efektivitas berarti kemampuan daerah atau kinerja 
keuangan semakin baik.  
Hubungan Antara Rasio Pertumbuhan dengan 
Kinerja Keuangan 
Untuk mengetahui rasio pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng dapat 
diukur dengan membandingkan persentase 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun akhir 
dengan tahun sebelumnya. Jika persentase 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun 
semakin meningkat ini menandakan kinerja 




2.8  Hipotesis 
1. Diduga Rasio Kemandirian berpengaruh 
positif terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah kabupaten 
Soppeng Tahun 2013-2015. 
2. Diduga rasio Efektifitas berpengaruh positif 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 
2013-2015. 
3. Diduga Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh Negatif terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 
4. Diduga Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian 
dan Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas 
Pengelola Keuangan dan Aset daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 
 
3,     METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Soppeng yang berlokasi di Kompleks Perkantoran 
Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten 
Soppeng. Waktu penelitian ini berlangsung selama 
kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Desember 2016 
sampai dengan bulan februari 2017.  
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam Penelitian ini adalah Laporan 
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 
Soppeng selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 
2013 sampai 2015.  
3.3 Metode Pengumpulan Data 
a. Tinjauan Pustaka (Library Research) 
b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
3.4 Jenis dan Sumber  Data 
Jenis data yang diguankan dalam penelitian ini 
tediri atas data kuantitatif dan kualitatif. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
adalah Data Sekunder.  
 
 
3.5  Definisi Operasional variabel Penelitian  
1. Variabel Bebas (X) 
a. Rasio Kemandirian (X1) 
Rasio Kemandirian menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumber dana 
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan 
daerah terhadap bantuan pihak eksternal (tertutama 
pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan 
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demikian pula sebaliknya. 
                                 Realisasi Penerimaan PAD      
  Rasio Kemandirian  =     ------------------------    x 100 % 
                                      Bantuan Pusat dan Pinjaman
 b. Rasio Efektifitas (X2) 
Menggambarkan kemampuan Pemda dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan 
dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan 
potensi riil daerah. 
         Realisasi Penerimaan PAD  
 Rasio Efektivitas   =     --------------------------     x 100 % 
                         Target Penerimaan PAD 
C. Rasio Pertumbuhan PAD (X3) 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam 
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan 
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya       
                         PADt1 – PADt0 
   Pertumbuhan PAD  =   -----------------------     x 100 % 
                                PADt0 
2. Variabel Terikat Y (Kinerja Keuangan 
daerah). 
Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisiensi 
apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 
dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi 
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin 
baik. 
                       Biaya Pungutan PAD 
     Rasio Efisiensi  = --------------------------      x 100% 
                  Realisasi Penerimaan PAD 
 
3,6  Metode Analisis 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
regresi linear berganda. 
Model yang akan dibentuk sesuai dengan 
tujuan penelitian (Sugiyono, 2011) adalah : 
Y = b0+ b1X1 + b2X2 + b3X3 
Dimana : 
Y    : Kinerja Keuangan Daerah  
X1    : Rasio Kemandirian 
X2    : Rasio Efektifitas 
X3    : Rasio Pertumbuhan PAD 
b 0   : Nilai Intercept (Konstanta) 
b1 b2b  3  : Koefisien arah regresi 
E 
Uji hipotesis yang sebagai berikut : 
1. Uji Simultan (Uji F) 
langkah-langkah yang digunakan untuk uji F 
adalah jika F hitung  < F tabel maka  H0  diterima 
dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat 
pengaruh simultan oleh Variabel x dan Y, jika 
F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha  
diterima ini berarti terdapat pengaruh 
simultan oleh variabel x dan Y. Penentuan 
nilai kritis yang menentukan level of 
signifikan a = 5%. Nilai kritis F didapat dari 
tabel distribusi F dengan menggunakan 
tingkat signifikasi 5 % (α = 0,005). 
2. Uji Parsial (Uji t) 
langkah-langkah yang digunakan untuk uji t 
(uji parsial) adalah : Jika t hitung < t tabel 
maka H0 diterima dan Ha ditolak, ini berarti 
tidak ada pengaruh yang bermakna oleh 
variabel X dan Y. Jika t hitung > t tabel maka 
H0  ditolak dan Ha diterima, ini berarti ada 
pengaruh antara variabel X dan Y. Penentuan 
nilai kritis yang menentukan level of 
signifikan a = 5 %. Nilai kritis t didapat dari 
tabel distribusi t dengan menggunakan tingkat 
signifikasi 5 % ( α = 0,05) 
 
4.     Hasil dan Pembahasan 
4. 1   Deskripsi Variabel Kinerja Keuangan 
A. Rasio Kemandirian 
 
Pada tabel 4.1 diketahui bahwa rasio 
kemandirian keuangan daerah Pemkab Soppeng pada 
tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulan yakni 
sebanyak enam kali, yaitu pada bulan Januari-
Februari sebesar 4,78% (0,78%-5,56%), April-Mei 
sebesar 1,42% (3,02%-4,44%), Mei-Juni sebesar 
0,17% (4,44%-4,61%), Juli-Agustus sebesar 
3,45%(3,05%-6,5%), September-Oktober sebesar 
0,64 (4,38%--5,02%) dan Oktober-November 
sebesar 2,24% (5,02%-7,26%). Selebihnya 
mengalami penurunan sebanyak lima kali pada  
bulan Februari-Maret sebesar 0,88% (5,54%-4,66%), 
bulan Maret-April sebesar  1,64% (4,66%-3,02%), 
Juni-Juli sebesar 1.56% (4,61%-3,05%), Agustus-
September sebesar 1,77% (6,15%-4,38%), dan 
November-Desember sebesar 0,33 % (7,26%-6,93%) 





Pada tabel 4.3 diketahui rasio kemandirian 
pendapatan asli daerah pada tahun 2015 mengalami 
kenaikan setiap bulan yakni sebanyak tujuh kali, 
yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 0,35% 
(3,99%-4,34%), Februari-Maret sebesar 1,85% 
(4,34%-6,19%), Maret-April sebesar 0,35% (6,19%-
6,54%), Mei-Juni sebesar 1,89% (3,44%-5,33%), 
Agustus-September sebesar 0,31% (4,58%--4,89%), 
September-Oktober sebesar 3,52% (4,89%-8,41%) 
dan November-Desember sebesar 2,8%% (7,78%-
10,58%). Selebihnya mengalami penurunan 
sebanyak tiga kali pada  bulan April-Mei sebesar 
3,1% (6,54%-3,44%), Juni-Juli sebesar 0,43% 




B. Rasio Efektifitas 
 
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rasio 
Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada 
tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulan yakni 
sebanyak enam kali, yaitu pada bulan Maret-April 
sebesar 31,51% (82,67%-114,18%), Mei-Juni 
sebesar 12,37% (97,67%-110,04%), Juli-Agustus 
sebesar 9,35% (110,04%-119,39%), Agustus-
September sebesar 17,28% (113,74%-131,02%), dan 
September-Oktober sebesar 86,59 % (131,02%--
217,61%). Selebihnya mengalami penurunan 
sebanyak lima kali pada  bulan Januari-Februari 
sebesar 10,31% (143,37%-133,06%), bulan Februari-
Maret sebesar 50,39% (133,06%-82,67%), April-Mei 
sebesar  16,51% (114,18%-97,67%), Juli-Agustus 
sebesar 5,65% (119,39%-113,74%), Oktober-
November sebesar 26,64% (217,61%-190,97%), dan 




Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rasio 
Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada 
tahun 2014  mengalami kenaikan drastis setiap bulan 
yakni sebanyak tujuh kali, yaitu pada bulan Januari-
Februari sebesar 7,31% (109,94%-117,25%), 
Februari-Maret sebesar 20,23% (117,25%-137,48%), 
April-Mei sebesar 70,48% (66,62%-137,1%), Mei-
Juni sebesar 15,66% (137,1%-121,44%), Juni-Juli 
sebesar 12,11% (121,44%--133,55%), Juli-Agustus 
sebesar 1,12% (133,55%-134,,67%) dan Oktober-
November sebesar 11,25% (106,35%-117,6%). 
Selebihnya mengalami penurunan sebanyak empat 
kali pada  bulan Maret-April sebesar 30,14% 
(36,48%-66,62%), bulan Mei-Juni sebesar 15,66% 
(137,1%-121,44%), Agustus-September sebesar 
134,29% (134,67%-0,38%), dan November-
Desember sebesar 116,32% (117,6%-1,28%). 
 
Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rasio 
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Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada 
tahun 2015 mengalami kenaikan setiap bulan yakni 
sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Januari-Februari 
sebesar 51,03% (115,44%-166,47%), April-Mei 
sebesar 92,26% (85,53%-177,79%), dan Oktober-
November sebesar 43,32% (85,99%-129,31%). 
Selebihnya mengalami penurunan yang drastis 
sebanyak delapan kali pada  bulan Februari-Maret 
sebesar 65,77% (166,47%-100,7%), bulan Maret-
April sebesar 15,17% (100,7%-85,53%), Mei-Juni 
sebesar 4,13% (177,79%-173,66%), Juni-Juli sebesar 
20,55% (173,66%-153,11%), Juli-Agustus sebesar 
22,49% (153,11 %-130,62%), Agustus-September 
sebesar 27,62% (130,62%-103,00%), September-
Oktober sebesar 49,55% (103,00%-85,59%), dan 
November-Desember sebesar 49,55% (129,31%-
79,76%). 
C. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
 
Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rasio 
Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng 
dikelompokkan kedalam tiga kurun waktu tahun 
terakhir (2013-2015). Adapun pada tahun 2013 
mengalami kenaikan setiap bulan yakni sebanyak 
tujuh kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 
9,58% (0,00%-(-9,58%), Februari-Maret sebesar 
28,96% (-9,58-38,54%), April-Mei sebesar 23,68% 
(-23,68%-0%), Mei-Juni sebesar 5,79 % (0 %-
5,79%),  Juli-Agustus sebesar -55,67% (-44,53-
11,14%), September-Oktober sebesar 22,24%  
(3,82%-26,06%), dan Oktober-November sebesar 
14,96% (26,06%--41,02%), November-Desember 
sebesar 43,86% (41,02%-84,88%) Selebihnya 
mengalami penurunan sebanyak tiga kali pada  bulan 
Maret-April sebesar 14,86% (38,54-(-23,68))%), 
Juni-Juli sebesar 38,74% (5,79%--(-44,53%)) dan 
Agustus-September sebesar 7,32% (11,14%-3,82%) .  
 
Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rasio 
Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng 
tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak empat 
kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 42,46 
% (0,00%-42,46%), Februari-Maret sebesar 8,51% 
(42,46-50,97%), April-Mei sebesar 7,48% (-51,19%-
58,67%), Juli-Agustus sebesar -31,33% (-6,46%-
37,79%) dan September-Oktober sebesar 14,31% (-
40,53%-26,22%). Selebihnya mengalami penurunan 
sebanyak Enam kali pada  bulan Maret-April sebesar 
102,16% (50,97%-(-51,19%), bulan Mei-Juni 
sebesar 98,6% (58,67%-(-39,93%), Juni-Juli sebesar 
(–33,47%) ((-39,93%)-(-6,46%), Agustus-September 
sebesar 78,32% (37,79%-(-40,53%), Oktober-
November sebesar 14,74% (26,22%-11,48%) dan 
November-Desember sebesar 15,72% (11,48%-(-
4,24%). 
 
Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa rasio 
Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng 
tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak lima kali 
yaitu pada bulan Februari-Maret sebesar 11,85 % (-
15,99%-(-27,84%), April-Mei sebesar 72,66% ((-
8,13%-64,53%), Juli-Agustus sebesar 12,9% (-2,73-
15,63%), September-Oktober sebesar -12,99% (-
18,72%-(-31,71%) dan oktober-November sebesar (-
32,3%) (-31,71%-0,59%). Selebihnya mengalami 
penurunan sebanyak empat kali pada  bulan Maret-
April sebesar -19,71% (-27,84%-(-8,13%)), Mei-Juni 
sebesar 96,61% (64,53%-(-32,08%), Juni-Juli 
sebesar  -29,35% (-32,08%-(-2,73%), Agustus-
September sebesar  3,09% (15,63%-18,72%) dan 
November –Desember sebesar -16,5% (0,59%-(-
15,91%). 
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4.2 Perkembangan Rasio Kemandirian, 
Efektifitas dan Pertumbuhan dapat dilihat 
pada diagram dibawah ini 
 
 
 Pada, terbukti dengan nilai probabilitas 
0,04< 0,05. Model regresi yang terbentuk dari hasil 
analisis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan  
rasio kemandirian satu satuan akan diikuti kenaikan 
efisiensi PAD Sementara itu, rasio kemandirian 
Pemkab Soppeng  cukup dinamis dengan adanya 
kenaikan dan penurunan dalam tiga tahun terakhir 
(2013-2015). 
 
Pada Gambar 4.2 maka hipotesis diterima. 
Hal ini berarti bahwa apa yang ditargetkan sebagian 
besar sesuai dengan realisasi yang ada.  
 
 
4.4 Hipotesis Penelitian 
 
 
Persamaan  regresi, yaitu:  
Y = 181,49 + 12,75 X1 + 0,39 X2 – 0,31 X3 
di mana: 
X1 = Rasio Kemandirian 
   X2=  Rasio  Efektifitas 
X3 = Rasio Pertumbuhan PAD 
1. Uji T atau Uji Parsial 
a. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap 
Efisiensi PAD. Berdasarkan hasil pengujian 
secara parsial, pengaruh rasio kemandirian 
terhadap efisiensi PAD dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh thitung 
sebesar 0,005 dan ttabel sebesar 1,69552 
dengan nilai signifikansi 0,108. Karena thitung 
< ttabel dan nilai probabilitasnya < 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa rasio 
kemandirian  berpengaruh signifikan 
terhadap efisiensi PAD. 
b. Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap 
Efisiensi PAD 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, 
pengaruh rasio efektifitas terhadap efisiensi 
PAD dengan menggunakan program SPSS 
diperoleh thitung  sebesar 0,023 dan ttabel 
sebesar 1,69552 dengan  nilai signifikansi 
0,02. Karena thitung < ttabel dan nilai 
probabilitasnya < 0,05, maka hipotesis 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 
efektifitas berpengaruh signifikan terhadap 
efisiensi PAD. 
c. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap 
Efisiensi PAD 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, 
pengaruh rasio pertumbuhan PAD terhadap 
efisiensi PAD dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh thitung sebesar 1,97 
dan ttabel sebesar 1,69552 dengan nilai 
signifikansi 0,845. Karena thitung > ttabel dan 
nilai probabilitasnya > 0,05, maka hipotesis 
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 
pertumbuhan PAD berpengaruh Negatif dan 
tidak signifikan terhadap efisiensi PAD. 
 
 
2. Uji F atau Uji Simultan 
 
Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) di 
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atas, diperoleh Fhitung sebesar 2,902 dan Ftabel sebesar  
2,67 dengan nilai signifikansi 0,029. Karena Fhitung > 
Ftabel dan nilai probabilitasnya < 0,05, maka hipotesis 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan daerah dengan rasio kemandirian, rasio 
efektifitas, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh  
secara  simultan terhadap efisiensi PAD. 
 
 
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa besarnya 
koefisien determinasi atau angka R Square adalah 
sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen (rasio kemandirian, efektifitas, dan 
pertumbuhan PAD) dapat menjelaskan sebesar 
80,9% terhadap variabel dependen (efisiensi PAD), 
dan sisanya sebesar Rp. 19,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 
penelitian ini.  
PEMBAHASAN 
1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap 
Efisiensi PAD  
Hasil penelitian ini juga mengindikasikan 
bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan 
kemandirian keuangan daerah. Hal ini sependapat 
dengan Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan 
pemberian otonomi kepada daerah dalam 
merencanakan, menggali, mengelola dan 
menggunakan keuangan daerah sesuai dengn kondisi 
daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu 
indikator untuk mengurangi ketergantungan 
pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada 
prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan 
menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah 
kepada pemerintah pusat dan provinsi. 
 
 
2  Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Efisiensi 
PAD 
Rasio efektifitas mengukur kontribusi 
masing-masing sumber pendapatan dalam 
pembentukan pendapatan daerah. sesuai dengan 
hasil penelitan bahwa terdapat pengaruh antara rasio 
efektifitas terhadap tingkat efisiensi PAD Kabupaten 
Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat efektifitas kinerja pengelolaan 
keuangan daerah semakin baik dalam pembentukan 
tingkat efisiensi PAD Kabupaten Soppeng. 
Pemerintah Kabupaten Soppeng kaitannya dengan 
efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli daerah pada 
hakikatnya menujukkan suatu kondisi dimana daerah 
kabupaten Soppeng mampu menggali sumber 
keuangannya, mengelola dan memanfaatkan secara 
memadai untuk membiayai aktifitas dalam urusan 
otonomi daerah, hal yang lain yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah daerah yakni dengan memutuskan 
menfaatkan cadangan tambang sebagai motor untuk 
menggerakkan ekonomi. 
 
3. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap 
Efisiensi PAD  
Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi PAD. 
Penyebab rendahnya Pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Soppeng adalah : 
1. Kurang terampilnya Pemkab Soppeng dalam 
mengelola sumber-sumber penerimaan PAD  
2. Kurang berperannya perusahaan daerah 
sebagau sumber pendapatan daerah. 
3. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang 
perpajakan, karena semua jenis pajak utama 
yang paling produktif baik pajak langsung 
maupun tidak langsung ditarik oleh pusat. 
4. Kendati pajak daerah cukup beragam 
ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan 
sebagai sumber penerimaan. 
Namun secara umum penyebab rendahnya 
PAD terletak pada unsur perpajakan dimana tingkat 
pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten 
Soppeng yang sudah sejahtera namun tidak 
diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam 
membayar Pajak Daerah yanaga merupakan salah 
satu indikator penting peningkatan PAD di 
kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Jusmawati (2011) mengatakan bahwa Rasio 
Pertumbuhan PAD Kabupaten Soppeng mengalami 
penurunan (pertumbuhan Negatif) selama 8 Tahun 
terakhir (2003-2010) hal ini diakibatkan oleh 




5.4 Pengaruh Simultan Rasio Kemandirian, 
Efektifitas dan Pertumbuhan PAD 
terhadap Efisiensi PAD 
Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan), 
diperoleh Fhitung sebesar 2.902 dan Ftabel sebesar  2,67 
dengan nilai signifikansi 0,029. Karena Fhitung > Ftabel 
dan nilai probabilitasnya < 0,05, maka hipotesis 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan daerah dengan rasio kemandirian, rasio 
efektifitas, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh  
secara  simultan terhadap efisiensi PAD. Dari hasil 
tersebut dapat dikatakan bahwa jika rasio 
kemandirian, efektifitas mengalami peningkatan 
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maka akan meningkatkan efisiensi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. Namun rasio 
pertumbuhan PAD kabupaten soppeng mengalami 
pertumbuhan negatif. Pemanfaatan potensi sumber 
daya Kabupaten Soppeng memberikan sumbangsi 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Jika terus dikelolah dan dikembangkan maka 
kedepannya PAD Kabupaten Soppeng mampu lebih 
besar lagi. 
5. KESIMPULAN 
a. Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD  
Pemkab Soppeng pada tiga tahun terakhir 
(2013-2015). Dengan demikian apabila rasio 
kemandirian meningkat maka efisiensi PAD 
juga akan meningkat.  
b. Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab 
Soppeng berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun 
terakhir (2013-2015). Dengan demikian 
apabila rasio efektifitas meningkat maka 
efisiensi PAD juga akan meningkat. 
c. Secara parsial, rasio pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah Pemkab Soppeng berpengaruh 
negative dan signifikan terhadap efisiensi 
PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 
d. Secara simultan, rasio kemandirian, 
efektifitas, dan pertumbuhan PAD 
berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 
PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015).    
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